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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH 

SUSUN SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN 

 

Oleh : 

ACHMAD FACHRURRACHMAN 

 

Perjanjian kredit perbankan mengharuskan adanya jaminan dari nasabah. Berdasarkan 

Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU 

Rumah Susun), bahwa rumah susun dapat dijadikan jaminan kredit dengan jaminan 

berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) yang dibebani hak 

tanggungan. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru, karena sebelum adanya UU 

Rumah Susun, objek utama dari jaminan hak tanggungan adalah tanah. Penelitian ini 

membahas mengenai, bagaimanakah kedudukan hukum satuan rumah susun sebagai 

jaminan kredit dan bagaimanakah syarat dan prosedur dalam penjaminan sertifikat hak 

milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif 

terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas, 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara kemudian analisis secara kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa satuan rumah susun dapat 

dijadikan jaminan kredit perbankan dengan dibebani hak tanggungan, diatur dalam 

Pasal 47 ayat (5) UU Rumah Susun, bahwa satuan rumah susun yang dibuktikan 

dengan SHMSRS sebagai jaminan dapat dibebankan Hak Tanggungan dan Pasal 27 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatur bahwa ketentuan 

Undang-Undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun. 

Syarat dan prosedur dalam penjaminan SHMSRS sebagai jaminan dalam perjanjian 

kredit perbankan, yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun harus memenuhi 

syarat nilai ekonomis dan nilai yuridis. Prosedur terdiri dari tahap pengajuan kredit, 

tahap analisis data, tahap pelaksanaan kredit, tahap penjaminan, dan tahap berakhirnya 

kredit. 

Kata Kunci : Satuan Rumah Susun, SHMSRS, Jaminan, Kredit. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan di bidang 

ekonomi, yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, dalam rangka 

memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, dimana para pelakunya 

meliputi pemerintah maupun masyarakat baik sebagai perorangan dan badan 

hukum, diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Sarana yang mempunyai peran 

dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. Sebagai lembaga keuangan, 

bank telah membantu dalam pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan 

perekonomian yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat. 

Perbankan di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU 

Perbankan). Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dalam menjalankan 

fungsinya, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan 

atau bentuk lainnya, dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari 

masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit. 
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Pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang sebelumnya harus 

didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

nasabah. Nasabah berkewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Suatu kredit baru diluncurkan setelah adanya 

kesepakatan tertulis, Meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak 

kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. 

Kesepakatan tertulis ini disebut juga dengan perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit bank mengharuskan adanya jaminan dari nasabah. Kredit tanpa 

jaminan mengandung risiko yang sangat besar bagi bank. Hal ini sangat penting 

sebab jaminan akan diperlukan jika nantinya debitur wanprestasi. Apabila terjadi 

kredit macet, barang yang dijaminkan lazimnya akan dijual untuk menutupi 

kewajiban debitur. 

Kewajiban pemberian jaminan sejalan dengan prinsip jaminan umum sebagaimana 

ketentuan Pasal 1131 Kitab Uundang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa harta 

debitur sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya, dengan ketentuan ini, maka 

kreditor akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta 

bersangkutan termasuk harta yang masih akan dimiliki kemudiah hari. Untuk itu 

diperlukan perjanjian jaminan, yang merupakan perjanjian yang sifatnya accecoir 

atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. 

Kenyataan dalam praktik perbankan, tidak semua jenis barang atau objek jaminan 

dapat diterima oleh bank dalam rangka kegiatan kredit. Beberapa bank 

mensyaratkan secara tegas jenis objek jaminan kredit. Kebijakan tersebut 

didasarkan atas alasan-alasan tertentu dengan memperhatikan kepentingannya, 
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yaitu kemudahan pengikatan, kepastian nilai (harga) dari objek jaminan kredit yang 

bersangkutan, kemudahan pencairan, kemudahan pengawasan dan pemeliharaan.  

Jaminan kredit perbankan secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak terbagi menjadi 

barang yang berwujud seperti barang perhiasan, surat berharga, kendaraan 

bermotor, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kantor, alat berat, alat 

transportasi dan barang tidak berwujud seperti tagihan dan piutang, sedangkan yang 

termasuk benda tak bergerak atau benda tetap adalah berupa tanah beserta atau tidak 

beserta benda-benda yang berkaitan  (melekat) dengan tanah tersebut seperti rumah 

tinggal, gedung, dll. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak 

Tanggungan) mengatur bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 

Terkait dengan jaminan kebendaan dalam kegiatan perbankan, maka objek yang 

menjadi jaminan kebendaan tersebut semakin luas. Tidak hanya sebatas tanah, 

objek yang berkembang saat ini yang dapat menjadi objek jaminan adalah rumah 

susun. Rumah susun dibangun untuk menjawab perkembangan yang terjadi 

terutama di daerah perkotaan, dimana tingkat kebutuhan akan tempat tinggal cukup 
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tinggi sementara keterbatasan lahan tidak memungkinan pembangunan rumah 

secara horizontal, sehingga pembangunan perumahan diarahkan pada 

pembangunan rumah susun atau apartemen. 

Pada beberapa negara maju termasuk Australia, Selandia Baru, Singapura, 

Malaysia dan Hongkong, masalah penyediaan pemilikan tanah bagi pembangunan 

rumah secara horizontal dipecahkan dengan pembangunan perumahan secara 

vertikal dengan menggunakan sistem Strata Title, yaitu sistem yang mengatur 

tentang bagian tanah yang terdiri dari lapisan-lapisan yaitu lapisan bawah dan atas, 

dengan strata. Strata adalah bentuk plural dan stratum berarti setiap bagian dari 

tanah yang terdiri dari ruang bentuk di bawah atau di atas permukaan tanah, dimensi 

yang digambarkan. Setiap rumah susun strata title mempunyai hak milik bersama 

atas tanahnya dan sarana lainnya, sehingga setiap rumah susun strata title 

mempunyai hak kepemilikan bersama.1 

Rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun). Satuan rumah susun yaitu unit 

rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama 

sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 

Berdasarkan Pasal 47 ayat (5) UU Rumah Susun, bahwa rumah susun dapat 

dijadikan jaminan kredit dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan 

Rumah Susun (SHMSRS) yang dibebani hak tanggungan. 

Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru, karena sebelum adanya UU Rumah 

Susun, objek utama dari jaminan hak tanggungan adalah tanah. Dalam keadaan 

                                                             
 1Emran Ramelan, Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam 

Pembebanan dan Peralihan Hak Atas Tanah, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015, hlm.7. 
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tertentu, jika dikehendaki para pihak, hak jaminan yang dibebankan atas suatu 

bidang tanah dapat meliputi juga bangunan yang ada di atasnya. Dalam hal jaminan 

dengan objek satuan rumah susun, yang merupakan obyek pokok hak jaminan yang 

dibebankan bukan lah tanahnya, melainkan bangunan rumah susunnya. 

Rumah susun telah menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk disuatu 

daerah dimana semakin minimnya lahan untuk tempat tinggal. Selain itu rumah 

susun juga dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menjanjikan, karena 

pentingnya kegunaan rumah susun, cepat atau lambat, semua daerah perkotaan akan 

mengaplikasikan sistem perumahan ini, baik oleh perusahaan pengembang swasta 

maupun pemerintah. 

Seperti halnya di Bandar Lampung, pemerintah kota telah menyiapkan anggaran 

sebesar 87 Miliar Rupiah untuk pembangunan Rumah Susun di 4 (empat) titik di 

Provinsi Lampung yang salah satunya ada di kawasan Institut Teknologi Sumatera. 

Pembangunan ini bertujuan untuk efisiensi lahan, dimana lahan yang ada saat ini 

semakin mahal dan terbatas.2 Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan 

pengembang swasta di Bandar Lampung yang telah mengajukan izin prinsip atau 

komitmen investasi pada Badan Penanaman Modal dan Pembangunan (BPMP) 

Kota Bandar Lampung dengan total rencana pengeluaran dana sebesar 420 Miliar 

Rupiah untuk pembangunan apartemen di kawasan Jalan Kartini dan sekitarnya.3 

                                                             
 2Di akses dari http://duajurai.co/2017/01/04/bangun-empat-rusun-pemprov-lampung-

siapkan-anggaran-rp87-miliar pada tanggal 20 November 2017 pukul 15.00 wib 

 3Di akses dari http://lampung.tribunnews.com/2017/09/30/menyusultransmart-dangrand-

mercure-bakal-berdiri-apartemen-dan-hotel-mewah-di-jl-kartini pada tanggal 20 November 2017 

pukul 15.00 wib.  

http://duajurai.co/2017/01/04/bangun-empat-rusun-pemprov-lampung-siapkan-anggaran-rp87-miliar
http://duajurai.co/2017/01/04/bangun-empat-rusun-pemprov-lampung-siapkan-anggaran-rp87-miliar
http://lampung.tribunnews.com/2017/09/30/menyusultransmart-dangrand-mercure-bakal-berdiri-apartemen-dan-hotel-mewah-di-jl-kartini
http://lampung.tribunnews.com/2017/09/30/menyusultransmart-dangrand-mercure-bakal-berdiri-apartemen-dan-hotel-mewah-di-jl-kartini
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Sebagai pemegang hak milik atas satuan rumah susun yang kepemilikannya 

dibuktikan dengan SHMSRS, pemilik rumah susun dapat memohon kredit dengan 

menjadikan hak milik atas satuan rumah susun yang dimilikinya sebagai jaminan. 

Untuk memperoleh kredit tersebut maka harus dipenuhi syarat-syarat yang 

disepakati oleh pihak debitur dan pihak kreditur. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk megadakan penelitian, dan 

menuliskannya ke dalam skripsi yang berjudul “Penggunaan Sertifikat Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

Perbankan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum satuan rumah susun sebagai jaminan kredit? 

2. Bagaimanakah syarat dan prosedur dalam penjaminan sertifikat hak milik atas 

satuan rumah susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan? 

C. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup Keilmuan  

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah penggunaan sertifikat hak milik 

atas satuan rumah susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Jaminan. 
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2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang 

bagaimanakah kedudukan hukum sertifikat hak milik atas satuan rumah susun 

sebagai bukti kepemilikan, serta syarat dan prosedur penggunaan sertifikat rumah 

susun dalam perjanjian kredit perbankan. 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisa mengenai kedudukan hukum 

sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagai bukti kepemilikan. 

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisa mengenai syarat dan prosedur dalam 

penggunaan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dalam perjanjian kredit 

perbankan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah sebagai dasar pemikiran dalam 

upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya Hukum Jaminan 

dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenan dengan penggunaan 

sertifikat hak milik atas suatu rumah sebagai jaminan dalam perjanjian kredit 

perbankan. 
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2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penulisan ini berguna: 

a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan penelitian 

dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan  

b. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa lanjut yang akan melakukan penelitian 

mengenai Hukum Jaminan  

c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti dalam menyelesaikan studi 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Rumah Susun 

1. Pengertian Rumah Susun 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun), yang dimaksud dengan rumah susun 

adalah bangunan bertingkat, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang di struktur secara fungsional dalam arah horizontal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dipergunakan 

secara terpisah, maka akan dapat dipisahkan secara jelas mana yang dapat dimiliki 

secara terpisah dan dimiliki bersama 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Budi Harso, yaitu rumah susun untuk tempat 

hunian dilengkapi dengan apa yang disebut bagian bersama, tanah bersama, dan 

benda bersama. Bagian-bagian yang dapat dimiliki dan dipergunakan secara 

terpisah diberi sebutan Satuan Rumah Susun. Satuan Rumah Susun harus 

mempunyai sarana penghubung seperti jalan umum, tanpa mengganggu dan tidak 

boleh melalui Satuan Rumah Susun lain. 

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara 

fungsional dalam arah horizontal dan arah vertikal yang terbagi dalam satu –satuan 
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yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya, dan dapat dimiliki 

dan dihuni secara terpisah.4 

2. Asas-Asas Rumah Susun 

Konsep pemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun tidaklah sepenuhnya 

menganut asas pemisahan horizontal karena kepemilikan tanah atas satuan rumah 

susun merupakan kepemilikan bersama dari seluruh pemegang hak milik atas 

satuan bangunan rumah susun bukan merupakan kepemilikan perorangan 

bagaimana yang dianut dalam asas pemisahan horizontal dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahung 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Sistem kondominium adalah pengaturan kepemilikan bersama atas sebidang tanah 

dengan bangunan fisik di atasnya. Hukum yang berlaku dalam hukum 

kondominium (termasuk rumah susun dan strata title) yang berlaku adalah asas: 

a. Asas pemisahan horizontal, dalam memisahkan satuan rumah susun dengan 

satuan rumah susun lainnya yang bersebelahan (yang selantai atau setingkat) 

b. Asas pemisahan vertikal, dalam memisahkan dalam setiap satuan rumah susun 

dengan satuan rumah susun lainnya yang ada di atasnya atau di bawahnya (yang 

berbeda lantai atau tingkatan). 

 

 

                                                             
 4Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, 

Hlm.159. 
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3. Jenis-Jenis Rumah Susun Di Indonesia. 

UU Rumah Susun membagi rumah susun dalam jenis-jenis rumah susun dalam 

beberapa kategori, yaitu:  

a. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  

b. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan khusus.  

c. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.  

d. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Semua pembangunan rumah susun tersebut di atas, termaksud flattown house, ruko, 

hotel, gedung-gedung perkantoran (pembangunan secara vertikal) semuanya mengacu 

pada UU Rumah Susun sebagai dasar hukum pengaturannya, hal ini disebabkan 

dalam Bahasa hukum semuanya disebut Rumah Susun. 

4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Rumah Susun menyatakan bahwa:  

a. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat 

perseorangan dan terpisah.  
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b. Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang 

semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang 

bersangkutan, dihitung berdasarkan atas NPP. 

Kepemilikan atas satuan rumah susun beserta bagian-bagian tersendiri para pihak 

dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

(selanjutnya disebut SHMSRS). 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Defenisi mengenai perjanjian berdasarkan beberapa Sarjana Hukum antara lain: 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang 

bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas 

terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan 

pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan 

harta kekayaan.5 

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang 

menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak 

pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.6 Sedangkan, 

menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

                                                             
 5Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 

2014, Hlm. 289-290.  
 6M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 6. 
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seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal, dari peritiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.7 

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, terdapat adanya beberapa unsur 

perjanjian, antara lain: 

1. Adanya pihak sekurang-kurangnya dua orang. 

2. Adanya persetujuan atau kesepakatan. 

3. Adanya tujuan yang akan dicapai. 

4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan. 

5. Adanya bentuk tertentu (lisan atau tulisan). 

6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 

2. Asas-Asas Perjanjian  

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar 

kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah 

sebagaimana diuraikan berikut ini:8 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur 

maupun belum diatur dalam undang-undang, akan tetapi, kebebasan tersebut 

dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. 

 

                                                             
 7Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm. 5.  
 8 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., Hlm. 295-296. 
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2) Asas Pelengkap 

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti 

apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang 

menyimpang dari ketentuan undang-undang. 

3) Asas Konsensual 

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata 

sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat 

itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

4) Asas Obligator 

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru 

dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak 

milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat 

kebendaan, yaitu melalui penyerahan. 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu: 

1) Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang 

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian 

yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. 
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2) Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap 

menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. 

3) Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian 

tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. 

4) Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah 

berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban 

C. Tinjauan Tentang Kredit Perbankan 

1.  Pengertian Bank 

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

2. Fungsi Bank 

Pasal 3 dan 4 UU Perbankan menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia 

yaitu: 

a. Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. 
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b. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Menurut Kasmir bank mempunyai fungsi sebagai “Financial Intermediary”, 

dengan kegiatannya adalah:9 

a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpaan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan 

uangnya, sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan 

harapan memperoleh bunga dari hasil simpananya. 

b. Menyalurkan dana ke masyarakat, Bank memberikan pinjaman (kredit) pada 

masyarakat yang telah mengajukan permohonan, dengan kata lain Bank 

menyediakan dana bagi masyarakat yang telah membutuhkannya. Pinjaman 

atau kredit yang diberikan di bagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan 

nasabah. 

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri 

(incaso), letter of credit (L/C), safe deposit, travelers cheque, dan jasa lainya. 

 

                                                             
 9Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 4. 
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3. Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa latin”Credere” yang artinya percaya atau dalam 

bahasa latin “Creditum” yang berarti kebenaran akan kepercayaan. Maksudya 

pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti 

akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti 

menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali 

pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya, oleh karena itu, untuk 

meyakinkan Bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum 

kredit diberikan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit, dalam pemberian 

kredit terdapat 2 (dua) pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang 

membutuhkan dana di sebut penerima kredit atau debitur, sedangkan yang memberi 

dana atau yang berlebihan dana disebut sebagai pemberi kredit atau kreditur.10 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil 

keuntungan. Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut 

kepentingan para pihak yang membuatnya, oleh karena itu hendaknya setiap 

perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga 

tujuan kepastian hukum dapat tercapai. 

                                                             
 10Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2001, Hlm. 236. 



18 
 

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat 

secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai 

alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun untuk beberapa perjanjian 

undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi 

perjanjian itu tidak sah, dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya 

semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya 

perjanjian  

4. Unsur-Unsur Kredit 

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah 

pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar 

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang disetujui bersama. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam 

konsep kredit bank selalu terkandung unsur-unsur esensial kepastian hukum yang 

meliputi:11 

a. Kepercayaan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, bank yakin 

(percaya) kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan 

persyaratan yang disepakati bersama. 

 

 

                                                             
 11Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm. 58-

59. 
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b. Jaminan 

Kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan 

bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini 

meningkatkan kepercayaan pihak bank. 

c. Jangka Waktu 

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah 

jangka waktu berakhir, kredit dilunasi. 

d. Risiko 

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau terhambat, 

atau pelunasannya macet, baik sengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadi beban 

bank. Manajemen risiko selalu dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian 

(prudential principle). 

5. Jenis-Jenis Kredit 

Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari 

berbagai segi kriteria tertentu. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada 

sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan 

sesuai dengan tujuan pembangunan. Semula kredit berdasarkan kepercayaan murni 

yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, 

dengan berkembangnya waktu maka perkreditan perorangan semakin mengecil 

perannya digantikan oleh peran kredit dari lembaga perbankan. 
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Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu. 

Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang 

dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara 

efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis 

kredit yang didasarkan kepada:12 

a. Kelembagaannya; 

b. Jangka waktu; 

c. Penggunaan kredit; 

d. Kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkannya; 

e. Aktifitas perputaran usaha; 

f. Jaminannya; 

g. Atau dari berbagai kriteria lainnya. 

Pengelompokkan kredit dengan melihat jenisnya tersebut tidaklah merupakan 

sesuatu yang kaku, pengelompokkan tersebut hanyalah untuk mempermudah dalam 

penatalaksanaannya, karena pada dasarnya kredit tersebut mempunyai suatu 

kesamaan yang asasi, maksudnya satu jenis kredit dapat dimasukkan dalam 

beberapa pengklasifikasian, misalnya kredit investasi termasuk jenis kredit 

produktif tetapi juga dapat dimasukkan jenis kredit jangka menengah atau kredit 

jangka panjang apabila dilihat dari jangka waktunya. 

a. Jenis kredit menurut kelembagaan 

Pengelompokkan ini dengan dasar kriteria dari segi kelembagaannya, yaitu dalam 

arti pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama 

                                                             
 12Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya 

Bakti, 2003, hlm. 373-382. 
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menyangkut struktur kelembagaan pelaksana kredit itu sendiri. Adapun jenis kredit 

dengan dasar pengelompokkan menurut kredit kelembagaan ini, terdiri dari: 

1) Kredit perbankan, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Milik Negara atau 

Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. 

2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-

bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana 

untuk membiayai kegiatan perkreditannya. 

3) Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral (Bank 

Indonesia) kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. 

4) Kredit antar bank, kredit ini diberika oleh banya yang kelebihan dana kepada 

bank yang kekurangan dana. 

b. Jenis kredit menurut jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. 

Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, 

dan kredit wesel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja yaitu kredit untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek. 

2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit berjangka waktu antara satu tahun sampai 

tiga tahun, bentuknya dapat berupad kredit investasi jangka menengah. 

3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 

Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan 



22 
 

menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi, 

dan pendirian proyek baru. 

c. Jenis kredit menurut penggunaannya 

1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank 

swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan 

konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. 

2) Kredit produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi, yaitu kredit 

yang ditujukan untuk penggunaan seabagi pembiayaan modal tetap, yaitu 

peralatan produksi, dll dengan jangka waktu menengah atau panjang. Kredit 

eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan 

kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, 

persediaan produksi akhir, dll dengan jangka waktu yang pendek. 

3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan 

semi produktif) 

d. Jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen 

1) Kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha ekspor, bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung. 

2) Kredit impor, unsur dan ruang lingkup kredit impor pada dasarnya hampir sama 

dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit 

berdokumen. 
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e. Jenis kredit menurut aktifitas perputaran usaha 

1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan 

sebagai pengusaha kecil (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil). 

2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan aset 

yang lebih besar daripada pengusaha kecil. 

3) Kredit besar, pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh 

debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan 

melihat risiko yang besar pula biasanya memberikan secara kredit sindikasi 

ataupun konsorsium. 

f. Jenis kredit menurut jaminannya 

1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (unsecured loan), yaitu pemberian 

kredit tanpa jaminan materil, pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan 

kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya 

dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. Kredit 

tanpan jaminan mengandung lebih besar risiko, sehingga dengan demikian 

berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya 

menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. 

2) Kredit dengan jaminan (secured loan), kredit model ini diberikan kepada debitur 

selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan 
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kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan 

tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, dll. 

6. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan 

pihak lain (nasabah). Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur seperti 

di atas, maka perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam pengganti. 

Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena di 

dalamnya terdapat kekhususan di mana pihak kreditur selalu bank dan obyek 

perjanjian berupa uang, karena itu peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian 

kredit adalah KUHPdt sebagai peraturan umumnya, dan Undang- Undang 

Perbankan sebagai peraturan khususnya. 

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dengan pihak 

debitur, maka wajib dituangkannya ke dalam perjanjian kredit secara tertulis. 

Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan 

sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian terdapat hal-hal 

yang harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh 

kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian kredit tersebut sekurang-kurangnya 

harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga 

harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara 

pembayaran kembali kredit serta persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian 

kredit. 

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank sebagai 

kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai 



25 
 

fungsi yang sangat penting sebagai pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan 

kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:13 

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit 

merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang 

mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, 

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan 

kewajiban diantara kreditur dan debitur, 

c. Perjanjian berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. 

D. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit 

Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 

1131 KUH Perdata dan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun dalam kedua 

peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Menurut 

Gatot Supramono, jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, 

dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan 

utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila 

dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. 

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur karena 

perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan 

perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi 

utang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual 

                                                             
 13Ibid, hlm. 388. 
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secara lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur, dan apabila masih 

ada sisanya dikembalikan kepada debitur.14 

Barang yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah benda milik debitur atau benda 

milik orang lain untuk kepentingan debitur. Barang jaminan tersebut dapat berupa 

benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. Benda berwujud berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan 

lainnya, sedangkan benda tidak berwujud berupa sertifikat saham, sertifikat 

obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes dan surat tagih lainnya. Benda 

bergerak dan atau tidak bergerak berupa sertifikat hak milik, stok barang dagangan, 

dan sarana perdagangannya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebagai 

pertimbangan dalam analisis kredit adalah kepribadian watak debitur, kemampuan 

dan kesanggupan debitur untuk melunasi kredit, modal, atau kelayakan debitur dan 

kondisi ekonomi debitur. 

1. Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor yang lain. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 

                                                             
 14Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit:Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2009, Hlm.196. 
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5 Tahung 1960 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan).  

Objek hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan 

antara lain : 

a. Hak milik 

b. Hak guna usaha 

c. Hak guna bangunan 

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak pakai atas tanah 

negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya 

dapat dipindahtangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan (Pasal 4 ayat (2) UU 

Hak Tanggungan). Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah 

berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik 

pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (4) UU Hak 

Tanggungan). 

Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas 

benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada 

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang 

diberi kuasa untuk itu dengan akta autentik (Pasal 4 ayat (5) UU Hak Tanggungan). 
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Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam hak tanggungan antara lain : 15 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada 

pemegangnya; 

b. Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek tersebut 

berada; 

c. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas; 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

2. Fidusia 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 

dalam penguasaan pemilik benda. Mengenai fidusia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan 

Fidusia). 

Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Fidusia, yaitu hak jaminan 

atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan 

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 

 

                                                             
 15M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, 

PT.RajaGrafindo Persada, 2012, Hlm.22. 
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Ciri-ciri jaminan fidusia di antaranya adalah : 16 

a. memberikan hak kebendaan; 

b. memberikan hak didahulukan kepada kreditor; 

c. memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan 

utang; 

d. memberikan kepastian hukum; 

e. mudah dieksekusi. 

3. Gadai 

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPdt), yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu 

barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan 

kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, 

dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan 

pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya 

terkecuali biaya- biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukan. 

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak 

bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Ayat (1), 1152 bis, 

dan 1153 KUH Perdata, namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan 

tidak dapat digadaikan. 

                                                             
 16Ibid. Hlm.51.  
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Dari definisi gadai tersebut terdapat beberapa unsur pokok, yaitu :17 

a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada 

kreditur pemegang gadai;  

b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur; 

c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh 

maupun tidak bertubuh; 

d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai 

lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. 

4. Personal Guarantee (Jaminan Perorangan) 

jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan borgtocht atau 

penanggungan. Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa 

digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, 

yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya 

yang berjudul “Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan 

Jaminan Perorangan”.18 

Mengenai penanggungan diatur dalam Pasal 1820 – 1850 KUHPdt. Pengertian 

penanggungan dalam Pasal 1820 KUHPdt adalah suatu persetujuan di mana pihak 

ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan 

debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. 

                                                             
 17Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2008, Hlm.13. 

 18Diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5175201097ce4/tentang-

borgtocht pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 22.00 wib. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5175201097ce4/tentang-borgtocht
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5175201097ce4/tentang-borgtocht
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Unsur-unsur penanggungan adalah : 

a. Penanggungan merupakan suatu perjanjian; 

b. Borg adalah pihak ketiga; 

c. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur; 

d. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur 

wanprestasi; 

e. Ada perjanjian bersyarat. 

5. Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan) 

Corporate Guarantee adalah adalah bentuk penjaminan dari suatu institusi (badan 

hukum perusahaan) kepada Bank atas kredit yang diberikan oleh Bank kepada 

nasabahnya. Tentunya perusahaan yang memberikan jaminan tersebut telah 

mengenal dengan baik nasabah yang menerima kredit dari Bank tersebut, sehingga 

atas kegagalan pelunasan kredit nasabah akan menjadi tanggungan perusahaan yang 

menjaminnya. 

Penilaian kemampuan perusahaan atau perseroan sebagai penanggung dilakukan 

dengan menilai laporan keuangan (neraca, laba dan rugi) perusahaan penanggung 

dihubungkan dengan kemampuan membayar semua utang-utangnya. Pihak 

penanggung tidak memberikan suatu kebendaan tertentu untuk diikat sebagai 

jaminan kredit, melainkan perusahaan penanggung yang mengikatkan diri untuk 

menjamin pelunasan utang debitor apabila debitor utama tidak mampu untuk 

memenuhi kewajibannya.19 

                                                             
 19Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. Cit., Hlm.24. 
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Perusahaan penanggung dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 

1.  Perusahaan penanggung murni; dan 

2.  Perusahaan penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya. 

Penjamin mempunyai hak istimewa dalam hubungan dengan kewajibannya 

terhadap kreditor. Penjamin diberikan kebebasan untuk mempertahankan atau 

melepaskan hak istimewanya tersebut. Penjamin sebagai pihak yang memberikan 

jaminan merupakan pihak yang dapat langsung diminta pertanggungjawabannya 

apabila debitor tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. 

Apabila debitor utama tidak mampu memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain 

gagal membayar utangnya kepada kreditor dan telah melepaskan hak istimewanya, 

maka perusahaan penanggung wajib membayar seluruh utang debitor utama dan 

mengakibatkan seluruh aset atau harta kekayaan perusahaan penanggung menjadi 

jaminan pelunasan utang debitor. 

Apabila Perusahaan penanggung telah melepaskan hak istimewanya, maka status si 

penanggung sama dengan status debitor utama, hal tersebut diatur di dalam Pasal 

1832 ayat (1) KUHPerdata, yaitu: 

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih 

dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah melepaskan hak 

istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita 

dan dijual.” 
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E. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Berdasarkan kerangka pikir di atas, terdapat dua pihak yang terlibat dalam 

perjanjian kredit, yaitu bank (kreditur) dan nasabah (debitur). Sebagai bukti hak 

kepemilikan atas satuan rumah susun, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (selanjutnya disebut SHMSRS) setelah 

dibuatnya Akta Pemisahan oleh pengembang (developer). Setiap kepemilikan atas 

satuan rumah susun dibuktikan dengan SHMSRS dan terhadap pemiliknya berhak 

untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari hak kepemilikannya tersebut 

selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, yang salah satunya yaitu 

sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

Bank 

(Kreditur) 

Perjanjian

Kredit 

 

Nasabah 

(Debitur) 

 

1. Kedudukan 

Hukum  

 

2. Syarat dan 

Prosedur 

 

Jaminan 

Kredit 
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Dalam perjanjian kredit tersebut nasabah menjaminkan SHMSRS miliknya untuk 

dijadikan jaminan, kemudian dengan adanya penjaminan tersebut menimbulkan 

permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan hukum satuan rumah susun sebagai 

jaminan dan bagaimana syarat dan prosedur dalam penjaminan sertifikat hak milik 

atas satuan rumah susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

 



 
 
 
 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode 

yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan 

yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metodologi berasal dari kata 

dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur 

(sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. metode 

penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur 

(sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan 

penelitian hukum dengan teratur (sistematis).20 

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada 

didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis,disusun 

secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu 

diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. 

Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan: 

1. Rencana penelitian (research design) dan penulisan proposal 

2. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian 

3. Menulis laporan penelitian. 

 

                                                             
 20Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 

2004, Hlm. 57. 
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A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-terapan, yaitu 

penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum 

positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil 

penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan 

ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.21 

Di dalam skripsi ini, penelitian hukum normatif terapan tersebut diaplikasikan 

dalam permasalahan Penggunaan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Penulis akan melakukan 

pendekatan secara normatif yang dalam skripsi ini bersumber dari berbagai 

ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Hukum di Indonesia. Serta 

penambahan unsur terapan yang dimaksud adalah dengan melakukan praktek 

wawancara secara langsung kepada Rahma Santi selaku Manager Unit PT. Bank 

Mandiri Indonesia, Tbk. Cabang WR Supratman, Notaris/PPAT Yudeni Thoha, 

S.H., M.Kn, dan M. Lutfi selaku Kasub Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota 

Bandar Lampung. 

B. Tipe Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka 

tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, adapun yang dimaksud 

                                                             
 21Ibid, Hlm.53. 
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dengan penelitian deskriptif adalah penelitian bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis 

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.22 Penelitian 

ini bersifat pemaparan terhadap penggunaan sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan normatif terapan. Istilah terapan artinya bersifat nyata. Jadi, yang 

dimaksudkan dengan pendekatan normatif terapan adalah usaha mendekati masalah 

yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang 

hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan terapan harus 

dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian 

lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak dari Unit Manager Bank, 

Notaris/PPAT, serta Kantor Pertanahan mengenai penggunaan sertifikat hak milik 

atas satuan rumah susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

Penulis akan melihat bagaimanakah penggunaan sertifikat hak milik atas satuan 

rumah susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dalam hal 

kedudukan hukum serta syarat dan prosedur sesuai dengan dasar hukumnya pada 

ketentuan KUHPdt, Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Hak 

Tanggungan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Rumah Susun. Penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan 

                                                             
 22Ibid, Hlm.50. 
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narasumber yang dinilai memiliki kapabilitas terkait penggunaan sertifikat hak 

milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

D. Data dan Sumber Data 

Berdasarkan pada pendekatan masalah yang telah diuraikan di atas, data dan 

sumber data yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam 

meneliti permasalahan mengenai penggunaan sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan, adalah 

1. Data Primer 

Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  didapat  dari  lokasi  penelitian 

dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam 

permasalahan  yang sedang diteliti, yaitu Rahma Santi selaku Manager Unit PT. 

Bank Mandiri Indonesia, Tbk. Cabang WR Supratman, Notaris Notaris/PPAT 

Yudeni Thoha, S.H., M.Kn, dan M. Lutfi selaku Kasub Pendaftaran Tanah Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). 
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2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur 

yang menjelaskan penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya 

dari kalangan hukum dan lainnya. 

c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti surat 

kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku Penelitian Hukum. 

E. Metode Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer maupun data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu 

melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan 
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mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan Penggunaan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait 

tentang Penggunaan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Sebagai 

Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. 

3. Studi Wawancara 

Mengumpulkan data dengan cara wawancara. wawancara adalah memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara kepada narasumber dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara. Sedangkan narasumber yang diwawancarai adalah Rahma Santi selaku 

Manager Unit PT. Bank Mandiri Indonesia, Tbk. Cabang WR Supratman, Notaris 

Notaris/PPAT Yudeni Thoha, S.H., M.Kn, dan M. Lutfi selaku Kasub Pendaftaran 

Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. 

F. Metode Pengolahan Data 

Setelah terkumpulnya data maka dilakukan pengolahan data sehingga data tersebut 

dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Metode 

pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:23 

                                                             
 23Ibid, Hlm.126. 
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1. Pemeriksaan Data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen 

yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 

2. Sistematisasi Data (systematizing)  

Menempatkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah.  

G. Analisis Data 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan 

efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.24 

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun 

secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat 

ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika 

pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah 

menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari 

permasalahan yang diteliti 

 

                                                             
 24Ibid. Hlm. 127. 



 
 

 

 

 

V. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kedudukan hukum satuan rumah susun sebagai jaminan kredit diatur oleh 

Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah.:  

a. Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun mengatur mengenai satuan rumah susun yang dibuktikan dengan 

SHMSRS sebagai jaminan dengan dibebankan Hak Tanggungan. 

b. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

mengatur mengenai ketentuan Undang-Undang ini berlaku juga terhadap 

pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan 

rumah susun..  

2. Syarat dan prosedur dalam penjaminan sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan, yaitu sertifikat hak 

milik atas satuan rumah susun harus memenuhi syarat nilai ekonomis dan nilai 
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yuridis. Sedangkan prosedur dalam penjaminan SHMSRS adalah suatu 

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara terorganisir dan harus dipenuhi 

demi kelancaran dan keamanan antara pihak debitur dan kreditur yang terdiri 

dari tahap pengajuan kredit, tahap analisis data, tahap pelaksanaan kredit, tahap 

penjaminan, dan tahap berakhirnya kredit. Dalam tahapan-tahapan tersebut 

terdapat beberapa pihak yang memiliki peranan dan tugas agar terlaksananya 

kredit tersebut dengan baik antara lain pihak bank, pihak notaris/PPAT, dan 

Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan perannya, kedua pihak tersebut harus 

berkerjasama dan bersinergi, syarat-syarat dan prosedur haruslah diperiksa dan 

dipastikan terpenuhi, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi atau ditemukan 

cacat yang dapat mempengaruhi kepentingan pihak-pihak dalam kegiatan 

kredit tersebut. 

B. SARAN 

Saran-saran dari penulis berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya yaitu : 

1. Sebaiknya, apabila dilakukan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah, untuk lebih memperjelas mengenai kedudukan 

rumah susun dalam Undang-Undang tersebut agar lebih mendukung dan 

semakin konkret, seperti dalam hal ketentuan umum dan obyek hak 

tanggungan. Karena sebagaimana kita ketahui, ketentuan mengenai rumah 

susun kurang diakomodir dalam Undang-Undang tersebut dimana hanya 

dicakup oleh satu pasal dalam Bab IX Ketentuan Penutup. 
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2. Sebaiknya, dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan berupa 

SHMSRS, baik bank maupun nasabah harus memperhatikan syarat-syarat dan 

prosedur yang ada. Dengan memenuhi semua syarat tersebut dengan baik dan 

seksama dapat mengurangi risiko terjadinya suatu masalah di kemudian hari 

dalam kegiatan kredit yang dapat merugikan kedua belah pihak. 

3. Sebaiknya, Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat 

menemukan solusi akan permasalahan keterlambatan pengiriman APHT dan 

warkah lainnya oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan yang kerap terjadi, 

karena pentingnya status objek jaminan haruslah diutamakan agar dapat 

terhindarnya kemungkinan timbulnya hal-hal yang dapat merugikan para 

pihak. Solusi yang dimaksud seperti pemberian sanksi yang lebih tegas ataupun 

layanan pendaftaran online. 

4. Sebaiknya, bank selaku pemberi fasilitas kredit memberikan pelayanan penuh 

kepada nasabah dengan menyediakan jasa penilai internal bank. Karena dengan 

adanya jasa penilai internal sebagai fasilitas yang bank sediakan, beban biaya 

tambahan kepada nasabah dapat dikurangi dan juga proses pelaksanaan kredit 

dapat lebih mudah dan cepat karena diurus oleh pihak internal bank itu sendiri. 

Selain itu, hal ini dapat memberikan nilai positif kepada bank dimata nasabah.  
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